
BUPATI MAROS 

PERA TURAN BUPA TI MAR OS 
Nomor :  1 4  TAHUN 2 0 1 1  

TENT ANG 

PELAKSANAAN PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN MAR OS NOMOR O 1 

TAHUN 2 0 1 1  TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

(BPHTB) 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAROS 

Menimbang a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maros 

Nomor O 1 Tahun 2 0 1 1  tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), maka perlu segera dilaksanakan. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di 

atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat 1 .  Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk I I  

di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepeg�waian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran ,Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ); sebagaimana telah 

diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890); 

3 .  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 385 1  ); 

4. Undang-undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5 .  Undang-undang Nomor 0 1  Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



6. Undang-undang Nomor 1 0  Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 2  Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 200� Nomor 4593); 
\ '  

1 2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

1 3 .  Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok­ 

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros 

Tahun 2007 ··Nomor 1 ); 

14 .  Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros 

(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7); 

1 5 .  Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah 

Kabupaten Maros Tahun 2 0 1 1  Nomor'Ol). 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI MAROS TENTfNG PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MARqS NOMOR 0 1  TAHUN 
2 0 1 1  TENTANG BEA PEROLEHAN HAKi ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN (BPHTB). 

Pasal 1 
Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 0 1  

\  

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Pasal 2 

I 
lf ahun 2 0 1 1  tentang Bea 

Menunjuk Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros selaku p laksana Peraturan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ,  dan di Koordinasikan dengan In tansi terkait. 

Pasal 3 
Hal-ha! yang bersifat teknis sehubungan dengan pelaksanaan Peratul an Daerah ini akan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. I 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati im 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. 
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Diundangkan di : Maros 
Pada tanggal : 1 4  J  anuari 2 0 1 1  

SEKRETARISDAERAH 

KABUPATEN MAROS 

- BAHARUDDIN 

- 

Ditetapkan di : Maros 
Pada tanggal : 14  Januari 2 0 1 1  

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010  NOMOR42 


